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ABSTRAK

PERAN PETUGAS LOKET DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN PADA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG.

Oleh :

Putri Angraini

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung merupakan instansi
pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik
di bidang pertanahan, termasuk dalam pelaksanaan administrasi keuangan melalui
loket pelayanan. Petugas loket memiliki peran yang strategis sebagai pelaksana
administrasi, pemberi informasi, serta penghubung antara masyarakat dengan
sistem pelayanan yang tersedia, sehingga kinerjanya sangat memengaruhi
efektivitas dan kepuasan masyarakat. Masalah dalam penulisan ini adalah apakah
peran petugas loket pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar
Lampung dan apakah dalam pelaksanaan administrasi keuangan di BPN telah
berjalan secara optimal sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku. Penulisan
ini bertujuan untuk mengetahui peran petugas loket dalam pelaksanaan administrasi
pembayaran pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar
Lampung dan untuk mengetahui tingkat kesesuaian opraasional petugas dengan
Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Metode yang digunakan dalam
penulisan ini meliputi observasi langsung dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penulisan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi
keuangan melalui loket pelayanan secara umum telah berjalan sesuai dengan
Standar Oprasional Prosedur (SOP) berdasarkan Perka BPN RI No 1 Tahun 2010
tentang Stadar Pelayanan dan Pelayanan Pertanahan. Hal ini ditandai dengan alur
pelayanan yang jelas serta penerapan sistem pembayaran nontunai (cashless)
menggunakan kode billing melalui bank persepsi. Namun, masih terdapat kendala
seperti penumpukan antrean pada waktu padat akibat tingginya volume pengunjung
setiap harinya, keterbatasan fasilitas kursi tunggu, adanya gangguan teknis pada
sistem aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), serta belum optimalnya
penggunaan aplikasi Sentuh TanahKu. Selain itu, sikap pelayanan petugas pada
kondisi tertentu belum sepenuhnya konsisten dalam mencerminkan prinsip
pelayanan prima dan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Petugas Loket, Administrasi Keuangan, Pelayanan
Pertanahan.



ABSTRACT

THE ROLE OF COUNTER OFFICERS IN THE IMPLEMENTATION OF
FINANCIAL ADMINISTRATION IN LAND SERVICES AT THE
NATIONAL LAND AGENCY (BPN) OFFICE OF
BANDAR LAMPUNG CITY

By: Putri Angraini

The National Land Agency (BPN) Office of Bandar Lampung City is a
government institution that plays an important role in providing public services in
the land sector, including the implementation of financial administration through
service counters. Counter officers have a strategic role as administrative
personnel, information providers, and intermediaries between the public and the
available service system. Therefore, their performance greatly influences service
effectiveness and public satisfaction. The problem discussed in this study is
whether the role of counter officers at the National Land Agency (BPN) Office of
Bandar Lampung City has been carried out effectively and whether the
implementation of financial administration has operated optimally in accordance
with the applicable Service Standards. This study aims to determine the role of
counter officers in the implementation of land payment administration at the
National Land Agency (BPN) Office of Bandar Lampung City and to assess the
level of conformity of operational activities with the applicable Standard
Operating Procedures (SOP). The methods used in this study include direct
observation and documentation. Based on the results of the study, it can be
concluded that the implementation of financial administration through service
counters has generally been carried out in accordance with the Standard Operating
Procedures (SOP) as stipulated in BPN Regulation No. 1 of 2010 concerning
Land Service Standards. This is indicated by a clear service flow and the
implementation of a cashless payment system using billing codes through
designated banks.However, several obstacles remain, such as long queues during
peak hours due to the high volume of daily visitors, limited waiting room seating
facilities, technical disruptions in the Land Office Computerization System
(KKP), and the suboptimal utilization of the Sentuh TanahKu application. In
addition, under certain conditions, the service attitude of officers has not been
fully consistent in reflecting the principles of excellent service and the 5S culture
(Smile, Greet, Salute, Polite, and Courteous).

Keywords: Public Service, Counter Officers, Financial Administration, Land
Services.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk implementasi dari fungsi utama
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam era modern saat ini,
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan
akuntabel semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan perkembangan kesadaran
masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna layanan, sehingga instansi
pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan
profesional. Kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem dan
prosedur yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang
menjalankan pelayanan tersebut, khususnya oleh petugas yang berinteraksi

langsung dengan masyarakat.

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pelayanan
publik adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Instansi ini bertanggung
jawab dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang pertanahan, seperti
pendaftaran tanah, pengurusan sertifikat, peralihan hak, serta berbagai layanan
administrasi lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah.
Proses pelayanan pertanahan ini melibatkan alur administrasi yang terstruktur,
mulai dari pemberian informasi, penerimaan berkas, pemeriksaan dokumen, hingga

proses pembayaran biaya pelayanan.

Loket pelayanan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, karena melalui loket inilah masyarakat dapat memperoleh
informasi, menyerahkan dokumen, serta melakukan berbagai proses administrasi,
termasuk administrasi keuangan. Dalam hal ini, petugas loket menjadi ujung

tombak pelayanan yang secara langsung harus berhadapan dengan masyarakat.



Petugas loket tidak hanya bertugas sebagai penerima berkas atau pembayaran,
tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan yang

ada dalam instansi.

Kewajiban instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima ini secara
tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, setiap penyelenggara
pelayanan publik berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan dan
memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, serta bertanggung jawab demi

mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan administrasi keuangan, peran petugas loket menjadi semakin
krusial. Petugas bertanggung jawab dalam memberikan informasi terkait biaya
pelayanan, melakukan verifikasi dokumen sebelum pembayaran dilakukan,
menerima dan mencatat pembayaran, serta memberikan bukti transaksi kepada
masyarakat. Proses ini harus dilakukan secara teliti, transparan, dan sesuai dengan
prosedur yang berlaku, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat

terhadap instansi pemerintah.

Namun pada praktiknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar
Lampung, aktivitas pelayanan di loket kerap menghadapi tantangan berupa
kepadatan jumlah pengunjung tiap hari. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya
waktu tunggu yang harus dialami masyarakat. Bahkan, dalam beberapa situasi,
pelayanan dapat berlangsung hingga melewati jam oprasional yang telah
ditentukan. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat,
terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu maupun kondisi fisik
tertentu seperti lansia. Selain itu, kondisi ruangan pelayanan yang padat juga dapat

memengaruhi suasana pelayanan menjadi kurang kondusif.

Di sisi lain, upaya modernisasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi seperti

aplikasi sentuh tanahku sebenarnya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi



pelayanan. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan
secara digital, termasuk dalam hal pendaftaran dan pemantauan proses administrasi.
Namun, dalam praktiknya pemanfaatan teknologi aplikasi ini belum berjalan secara
optimal. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau belum mampu
menggunakan aplikasi tersebut, terutama pada masyarakat yang berusia lanjut

(lansia).

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara sistem
pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung telah diatur
dengan sedemikian rupa, kinerja dan kesiapan petugas loket dalam mengelola
administrasi keuangan di Tengah keterbatasan fasilitas digital tetap memegang
andil utama. Hal ini menuntut petugas loket untuk bekerja secara profesional
dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan public yang sah demi hukum yang

berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
“Peran Petugas Loket dalam Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada
Pelayanan Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar

Lampung.”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang maka dapat didefinisikan masalah yang dapat diambil

adalah:

1. Apakah peran petugas loket dalam pelaksanaan administrasi pembayaran
pertanahan melalui loket pelayanan pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Bandar Lampung?

2. Apakah pelayanan yang di berikan oleh petugas loket sudah sesuai dengan
prosedur atau SOP yang berlaku?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin

dicapai dari penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran petugas loket dalam pelaksanaan administrasi
pembayaran pertanahan pada loket pelayanan di Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian oprasional petugas di lapangann

terhadap Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat diantaranya:

1.4.1 Bagi Penulis
Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi
Diploma III untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program
studi D3 Keuangan Dan Perbankan di Universitas Lampung. Serta untuk
menambah pengetahuan dan juga informasi mengenai loket pembayaran
biaya pertanahan penulis.

1.4.2 Bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar
Lampung
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada bagian
loket pembayaran.

1.4.3 Bagi Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
dan bahan kajian mengenai administrasi pembayaran dan pelayanan
publik serta menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan
bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.4 Bagi Penulisan Lanjutan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar untuk
melakukan penelitian yang mendalam dengan sudut pandang yang

berbeda.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang ini
menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan
pelayanan yang berkualitas, transparan, serta bertanggung jawab  kepada

masyarakat (Sekretariat Negara, 2009).

Menurut Pratiwi et al. (2025), pelayanan publik merupakan segala bentuk
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun
pelayanan administratif. Pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah

dan masyarakat.

Selain itu, menurut Hasibuan et al. (2025), pelayanan publik merupakan setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang baik harus mampu
memberikan kepuasan kepada masyarakat serta dilaksanakan secara efektif dan

efisien.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kualitas pelayanan menjadi hal yang

sangat penting. Pelayanan yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan petugas



dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya
pelayanan yang baik kepada masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap instansi pemerintahan.

2.2 Prinsip - Prinsip Pelayanan

Menurut Doverianda et al. (2025) dalam konsep New Public Governance,
pelayanan publik seharusnya berorientasi pada kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat serta berfokus pada penciptaan nilai publik (public value). Dalam
konsep tersebut dijelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai
penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan berbagai
pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pelayanan publik
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan
partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraannya. Adapun beberapa prinsip
penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Finanda et al. (2024),
antara lain:
2.2.1 Orientasi pada masyarakat
Instansi pemerintah perlu memahami kebutuhan serta harapan
Masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh Masyarakat.
2.2.2 Transparansi pelayanan
Pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat
dapat mengetahui dengan jelas prosedur pelayanan, persyaratan yang
harus dipenuhi, serta biaya-biaya yang diperlukan dalam proses
pelayanan.
2.2.3 Akuntabilitas pelayanan
Setiap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah harus dapat
dipertanggungjawabkan oleh instansi kepada masyarakat, baik dari segi
proses pelayanan maupun hasil pelayanan yang diberikan.

2.2.4 Efektifitas dan efisiensi pelayanan



Pelayanan publik perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien agar
masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan cepat, mudah, dan
tanpa proses yang berbelit-belit.
2.2.5 Partisipasi masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan
pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pelayanan, baik melalui penyampaian saran, kritik, maupun masukan
yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan juga
harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat yang memiliki
kepentingan, instansi tidak boleh membeda-bedakan masyarakat yang

datang.

2.3 Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan
Menurut Kasmir (2018), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, diantaranya yaitu:
2.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Petugas pelayanan yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan sikap
yang baik akan lebih mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
kepada masyarakat. Sehingga, kompetensi petugas pelayanan sangat
berperan penting dalam menentukan baik atau tidaknya pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat.
2.3.2 Sarana dan prasarana pelayanan
Fasilitas pelayanan yang lengkap dan nyaman akan memudahkan
petugas dalam melaksanakan tugasnya dan dapat membantu Masyarakat
dalam memperoleh pelayanan dengan lebih mudah.
2.3.3 Sistem dan prosedur pelayanan
Sistem pelayanan yang jelas dan prosedur pelayanan yang sederhana
akan mempermudah Masyarakat dalam memahami proses pelayanan

yang harus dilakukan. Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit juga



akan mempercepat proses pelayanan sehingga Masyarakat dapat
memperoleh pelayanan secara lebih efektif.

2.3.4 Sikap dan perilaku petugas pelayanan
Petugas harus bersikap yang ramah, sopan, santun, dan profesional dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan
Kesan yang positif bagi Masyarakat dan dapat meningkatkan kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

2.3.5 Pengawasan pelayanan
Pengawasan terhadap proses pelayanan juga sangat diperlukan guna
untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan oleh instansi. Dengan adanya pengawasan
yang baik, instansi dapat mengontrol kualitas pelayanan dan dapat
melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam proses

pelayanan.

2.4 Pengertian Petugas Loket Pelayanan

Menurut Kasmir (2018), petugas loket merupakan petugas pelayanan yang bertugas
melayani pelanggan atau masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan
tertentu, baik berupa pemberian informasi, dokumen, maupun proses administrasi.
Dalam menjalan tugasnya petugas loket pelayanan harus mampu memberikan

pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, menurut Aslamiah et al. (2024), petugas loket merupakan pegawai yang
bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam proses
administrasi pelayanan. Dalam pelaksanaan tugasnya petugas loket pelayanan tidak
hanya sebagai penerima berkas atau penyampai informasi saja, tetapi juga sebagai
penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan yang ada dalam suatu

instansi.



Petugas loket pelayanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses
layanan administrasi dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas yang baik oleh petugas loket akan memberikan
dampak positif terhadap kelancaran pelayanan serta meningkatkan kepuasan

Masyarakat sebagai pengguna layanan (Ramadhani & Arundinasari, 2026).

2.5 Fungsi Loket Pelayanan

Menurut Rahmawati et al. (2025), loket pelayanan memiliki fungsi utama sebagai
sarana yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan serta sebagai
tempat berlangsungnya proses administrasi pelayanan secara langsung antara
petugas dan pengguna layanan. Dengan adanya loket pelayanan, proses pelayanan
dapat dilakukan secara lebih teratur dan sistematis. Secara umum, loket pelayanan
memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,
antara lain:

2.5.1 Sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat
Untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh
instansi. Masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi
sesuai dengan layanan yang tersedia.

2.5.2 Sebagai sarana komunikasi antara petugas dan masyarakat
Melalui loket, Masyarakat dapat menanyakan informasi mengenai
prosedur pelayanan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tahapan-
tahapan pelayanan yang harus dilakukan.

2.5.3 Sebagai tempat pelaksanaan administrasi pelayanan
Loket pelayanan digunakan sebagai tempat pelaksanaan berbagai
kegiatan administrasi pelayanan, seperti penerimaan berkas atau
dokumen, pencatatan data pelayanan, dan proses pembayaran biaya
pelayanan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

2.5.4 Sebagai sarana pengawasan pelayanan
Loket pelayanan berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap proses
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui loket pelayanan,

petugas dapat memastikan bahwa setiap proses pelayanan dilaksanakan
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sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah berlaku pada suatu

instansi.

2.6 Macam-Macam Loket Pelayanan

Menurut Kasmir (2018), loket pelayanan dapat dibedakan menjadi beberapa

berdasarkan fungsi dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu:

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Loket Informasi

Loket informasi adalah loket yang berfungsi untuk memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai berbagai jenis pelayanan yang
tersedia pada suatu instansi. Melalui loket ini masyarakat dapat
memperoleh penjelasan mengenai prosedur pelayanan, persyaratan
yang harus dipenuhi, biaya pelayanan, dan waktu penyelesaian
pelayanan.

Loket Pendaftaran

Loket pendaftaran adalah loket yang digunakan untuk menerima
permohonan pelayanan dari masyarakat. Masyarakat dapat
menyerahkan dokumen atau berkas yang diperlukan sebagai
persyaratan untuk melakukan pelayanan mengikuti prosedur yang
berlaku. Petugas pada loket pendaftaran memiliki tanggung jawab
untuk menerima berkas permohonan yang diajukan oleh masyarakat
serta memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh pemohon.
Loket Pembayaran

Loket pembayaran adalah loket yang digunakan untuk melakukan
pembayaran terhadap biaya pelayanan yang harus dibayarkan oleh
masyarakat. Masyarakat akan melakukan pembayaran biaya
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas akan
menerima pembayaran serta akan memberikan bukti pembayaran
kepada masyarakat sebagai tanda bahwa pembayaran telah dilakukan.

Selain itu, petugas juga memiliki tanggung jawab untuk mencatat dan
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mengelola administrasi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat
agar proses pembayaran dapat terdokumentasi dengan baik.

Loket Pengambilan Dokumen

Loket pengambilan dokumen adalah loket yang digunakan oleh
masyarakat untuk mengambil dokumen pelayanan yang telah selesai
diproses oleh instansi. Petugas loket akan menyerahkan dokumen
kepada masyarakat setelah memastikan bahwa dokumen tersebut telah
selesai diproses. Adapun dokumennya seperti sertifikat, surat

keputusan, atau dokumen administratif lainnya.

2.7 Tugas Petugas Loket Pelayanan

Adapun beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas loket dalam proses

pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

Memberikan informasi kepada masyarakat

Petugas loket layanan bertugas untuk memberikan informasi kepada
Masyarakat mengenai prosedur pelayanan, persyaratan yang harus
dipenuhi, dan tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pelayanan.
Menerima berkas atau dokumen pelayanan

Petugas loket bertugas untuk menerima berkas atau dokumen yang
diajukan oleh masyarakat sebagai persyaratan dalam prosess pelayanan
dan petugas loket harus memeriksa kelengkapan dokumen yang
diserahkan oleh pemohon atau masyarakat.

Melakukan proses administrasi pelayanan

Petugas loket bertugas untuk membantu berbagai kegiatan administrasi
yang berkaitan dengan pelayanan, seperti pencatatan data dan verifikasi
dokumen yang diperlukan dalam proses pelayanan.

Melayani proses pembayaran biaya pelayanan

Petugas loket bertugas melayani proses pembayaran biaya pelayanan
yang harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan atau

prosedur yang berlaku.
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Memberikan arahan kepada masyarakat mengenai tahapan
pelayanan

Petugas loket harus memberikan arahan kepada Masyarakat mengenai
tahapan pelayanan yang harus dilakukan agar proses pelayanan dapat

berjalan dengan lancar.

2.8 Syarat Menjadi Petugas Loket Pelayanan

Menurut Azzahra et al. (2025), petugas pelayanan harus memiliki kemampuan,

sikap, dan penampilan yang baik karena sikap tersebut menjadi representasi dari

instansi tempat bekerja. Petugas loket pelayanan yang memiliki kompetensi yang

baik akan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang petugas loket pelayanan,

yaitu:

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.84

2.8.5

Berpenampilan yang menarik

Petugas loket harus berpenampilan yang rapi, bersih, wangi, dan
menarik karena petugas merupakan wajah dari instansi pelayanan.
Memiliki kepribadian yang baik

Petugas loket harus memiliki sikap yang ramah, sopan, santun, dan
dapat menghargai masyarakat.

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

Petuga loket harus mampu untuk menjelaskan informasi pelayanan
dengan jelas, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang sopan.
Bersikap ramah dan sabar

Dalam berbagai situasi, mungkin ada kalanya ada Masyarakat yang
akan merasa bingung atau bahkan mengeluhkan pelayanan sehingga
petugas loket harus tetap bersikap sabar dan profesional.

Memiliki pengetahuan tentang pelayanan

Petugas loket harus memahami prosedur pelayanan yang ada dalam
instansi, yang meliputi produk apa saja yang ada, persyaratan
pelayanan, alur pelayanan, dan biaya administrasi yang harus

dibayarkan oleh masyarakat.
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2.8.6 Memiliki sikap teliti
Petugas loket sangat memerlukan sikap ketelitian dalam diri, terutama
dalam memeriksa dokumen pelayanan dan melakukan pencatatan
administrasi dengan baik, ketelitian akan menghindari terjadinya
kesalahan yang dapat merugikan masyarakat maupun instansi.

2.8.7 Memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan
Petugas loket harus memiliki rasa tanggung jawab kepada pekerjaan,
agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

2.8.8 Mampu bekerja secara cepat dan tepat
Petugas loket dituntut untuk mampu bekerja secara cepat dan tepat, agar
proses pelayanan dapat berjalan secara efisien dan Masyarakat tidak
perlu menunggu terlalu lama.

2.8.9 Memiliki integritas dan kejujuran
Kejujuran adalah hal yang paling penting bagi petugas loket karena
petugas loket berkaitan langsung dengan administrasi pelayanan serta
pembayaran biaya pelayanan.

2.8.10 Mampu bekerja sama dengan rekan kerja
Petugas loket harus mampu bekerja sama dengan pegawai lain Dalam
satu instansi pelayanan. Kerja sama yang baik antar pegawai dapat
membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.8.11 Memiliki disiplin kerja
Petugas loket harus memiliki disiplin kerja yang tinggi, seperti datang
tepat waktu, mematuhi peraturan yang berlaku, dan melaksanakan tugas

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

2.9 Etika dan Etiket Petugas Loket Pelayanan

Menurut Kasmir (2018), etika pelayanan merupakan norma atau aturan yang
mengatur perilaku seseorang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau

Masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan
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profesional. Sedangkan etiket pelayanan berkaitan dengan tata cara bersikap,

berbicara, dan berperilaku dalam melayani masyarakat.

2.9.1

2.9.2

293

294

2.9.5

2.9.6

Bersikap ramah dan sopan

Sikap ramah dapat menciptakan suasana pelayanan yang nyaman
sehingga masyarakat akan merasa dihargai Ketika sedang memperoleh
pelayanan.

Menggunakan bahasa yang baik dan santun

Penggunaan bahasa yang santun sangat penting agar komunikasi antara
petugas dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan
menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Memberikan pelayanan secara adil

Petugas loket dituntut untuk memberikan pelayanan secara adil kepada
Masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, maupun
kepentingan tertentu.

Menunjukkan sikap profesional

Sikap profesional dapat ditunjukkan melalui cara berpakaian yang
rapih, cara berbicara yang sopan, dan kemampuan dalam melaksanakan
tugas pelayanan secara baik dan bertanggung jawab.

Mendengarkan keluhan Masyarakat dengan baik

Petugas loket harus mampu mendengarkan keluhan atau pertanyaan
dari Masyarakat dengan baik. Dengan mendengarkan secara aktif,
petugas dapat memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat serta
memberikan solusi yang tepat.

Menjaga kerahasian data masyarakat

Dalam proses pelayanan administrasi, petugas loket sering
berhubungan dengan berbagai dokumen atau data pribadi milik
masyarakat. Jadi, petugas loket harus menjaga kerahasian data
pelanggan atau masyarakat serta tidak menyalahgunakannya untuk

kepentingan pribadi.



BAB III
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Data kualitatif menghasilkan data yang berupa kata-kata atau penjelasan
yang menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi secara nyata di
lapangan secara lebih mendalam berdasarkan data yang diperoleh selama masa
penelitian. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan secara jelas mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi di
lapangan (Ramdhan, 2025). Dalam pendekatan ini penulis akan menggambarkan
mengenai analisis bagaimana peran petugas loket dalam menjalankan tugasnya

pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini akan sangat berhubungan
atau berkaitan dengan jenis data yang diambil dan pembahasan. Maka dari itu
penulis mengharapkan agar data yang dipakai sesuai dengan permasalahan yang
penulis ambil sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penulisan. Dalam
penelitian ini, sumber data yang digunakan:
3.2.1 Data Primer
Merupakan data yang penulis peroleh langsung dari subyek penelitian,
data ini penulis peroleh dari bidang Tata usaha dan Loket Pelayanan
pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.
3.2.2 Data Skunder
Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dan

melalui media perantara seperti jurnal, dokumen, atau laporan.
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3.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa
metode pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:
3.3.1 Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pada
loket kantor badan pertanahan nasional kota bandar lampung untuk
mendapatkan Gambaran secara nyata yang terjadi di lapangan.
3.3.2 Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang akan berkaitan
dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca,
mengamati, mempelajari, mengambil foto dokumentasi.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan waktu kerja praktik

3.4.1.1 Lokasi

Peneliti melakukan kerja praktik pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Dokter Warsito
No.5, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35211.

3.4.1.2 Waktu Kerja Praktik

Peneliti melakukan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan
selama 40 hari kerja. Dimulai pada tanggal 12 Januari 2026 sampai

dengan 27 Februari 2026.
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3.4.2 Gambaran Umum Kantor BPN Kota Bandar Lampung

3.4.2.1 Profil Slngkat Kantor BPN Kota Bandar Lampung

Gambar 3 1 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar

Lampung.

sumber: Instagram @kantahkotabandarlampung

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung merupakan salah
satu instansi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di
bidang pertanahan kepada masyarakat. Kantor BPN berada dibawah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang
secara umum bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan
administrasi pertanahan di wilayah Indonesia, termasuk Tingkat daerah

(kota dan provinsi).

Keberadaan Badan Pertanahan Nasional tidak lepas dari upaya pemerintah
dalam mengatur pengelolaan tanah secara tertib, dan memberikan kepastian
hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat. Sebelum terbentuknya
Badan Pertanahan Nasional seperti saat in, urusan pertanahan di Indonesia
pada awalnya ditangani oleh berbagai lembaga yang berbeda. Namun,

seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pentingnya
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pengelolaan tanah secara terpusat dan terkoordinasi, pemerintah kemudian

membentuk lembaga khusus yang menangani bidang pertanahan.

Sejalan dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional di tingkat nasional,
kantor pertanahan juga dibentuk di berbagai daerah, termasuk di Kota
Bandar Lampung. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar
Lampung didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan
pertanahan di wilayah Kota Bandar Lampung. Melalui kantor ini,
masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan administrasi pertanahan

yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pengelolaan tanah.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor BPN Kota Bandar Lampung
berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan
menerapkan sistem pelayanan yang tertib dan terorganisir. Salah satu
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah melalui loket
pelayanan. Loket pelayanan digunakan sebagai sarana bagi masyarakat
untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan pertanahan, mengajukan
permohonan pelayanan, serta melakukan pembayaran biaya administrasi

yang berkaitan dengan proses pelayanan pertanahan.

Jam operasional loket ini di mulai pada pukul 08.00 WIB — 15.00 WIB di
hari biasa Senin-Kamis, sedangkan pada hari Jumat pelayanan dibuka mulai
pukul 08.30 WIB — 15.30 WIB. Sebagai instansi pelayanan publik, Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung juga terus berupaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui loket
pelayanan masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan petugas
pelayanan yang bertugas memberikan informasi dan membantu masyarakat

dalam proses administrasi pertanahan.

Selain pelayanan pada hari kerja, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota

Bandar Lampung juga menyelenggarakan program pelayanan tambahan
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yang bernama Pelayanan Akhir Pekan (Pelataran). Program ini merupakan
salah satu upaya yang dilakukan oleh BPN untuk memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan di luar dari hari
kerja. Melalui program tersebut, masyarakat tetap dapat memperoleh
pelayanan pertanahan pada akhir pekan, sehingga bagi masyarakat yang
memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja tetap dapat mengurus
keperluan administrasi pertanahan. Dengan adanya program ini, kantor
BPN mengharapkan pelayanan yang diberikan oleh BPN dapat lebih mudah
diakses oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan
publik di bidang pertanahan. Melalui berbagai kegiatan pelayanan yang
dilakukan, baik melalui loket pelayanan pada hari kerja maupun melalui
program Pelayanan Akhir Pekan (Pelataran), Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Bandar Lampung terus berupaya untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan program dan pelayanan
tersebut BPN mengharapkan dapat mendukung terciptanya tertib
administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak

atas tanah bagi masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung.

3.4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)
1. SOP Teknis Berdasarkan Perka BPN RI No. 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
a. Prosedur Kerja
Mengamati urutan pelayanan mulai dari loket pendaftaran
(untuk pengecekan dokumen), loket pembayaran (penerbitan
billing), hingga loket pengambilan produk. Hal ini bertujuan
untuk memastikan bahwa alur pelayanan tidak berbelit-belit
dan transparan bagi masyarakat.
b. Standar Persyaratan Dokumen
1. Dokummen Identitas Diri: Fotokopi KTP, KK, AKTA
Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, Surat Kuasa

Hukum.
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2. Dokumen Objek Hak Tanah: Sertifikat Asli Hak Atas
Tanah, dan Surat Ukur/Gambar Situasi.

3. Dokumen terkait administrasi keuangan: Bukti lunas
PBB, Bukti setor BPHTB, Bukti setor PPh, dan Surat
Perintah Setor (SPS).

4. Dokumen pendukung sesuai jenis layanan:

a. Akta PPAT: Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah, atau
Akta Tukar Menukar (untuk balik nama).

b. Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT): untuk layanan Roya atau
penghapusan hutang.

c. Surat Kematian dan Surat Tanda Bukti Ahli Waris:
khusus untuk layanan penurunan hak karena
warisan).

d. Formulir Permohonan: yang suudah di isi lengkap
dan ditandatangani di atas materai oleh pemohon.

Transparansi Biaya dan Administrasi Keuangan (PNBP)

Biaya layanan dihitung dan diinformasikan secara terbuka.

Sesuai dengan standar, setiap biaya harus didasarkan pada

tarif PNBP yang sah dan dibayarkan melalui sistem

perbankan guna menghindari pungutan liat dan menjaga
akuntabilitas keuangan.

Efisiensi Waktu Penyelesaian

Perka BPN No. 1 Tahun 2010 memberikan kepastian waktu

yang bervariasi tegantung pada jenis layanan, yaitu:

1. Pelayanan  Informasi  Pertanahan  (Pengecekan
Sertifikat): Standar penyelesaiannya adalah 1 (satu) hari
kerja.

2. Peralihan Hak (Balik Nama): Standar penyelesaiannya
adalah 5 (lima) hari kerja.
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3. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya): Standar
penyelesaiannya adaalah 5 (lima) hari kerja.
4. Pemisahan atau Pemecahan Bidang Tanah: Standar

penyelesaiannya adalah 15 (lima belas) hari kerja.

2. SOP Etika Pelayanan Prima (Penerapan Budaya 5S)

1.

Senyum: berfungi sebagai instrument untuk menciptakan
suasana komunikasi yang ramah dan kondusif.

Sapa: merupakan bentuk komunikasi proaktif yang
menunjukkan kesiapan petugas untuk melayani masyarakat
dengan baik.

Salam: berperan untuk menjebatani hubungan profesional
antara petugas dan masyarakat, serta mencerminkan nilai-
nilai etika dan tata krama yang dijunjung tinggi oleh instansi
pemerintah.

Sopan: merupakan kepatuhan petugas terhadap etika
berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal.
Santun: merupakan kemampuan petugas untuk tetap
memberikan pelayanan terbaik dan penjelasan yang santun
tanpa membeda-bedakan status, serta tetap menunjukkan
empati saat menangani keluhan atau complain dari

masyarakat.
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Gambar 3 2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung.

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung,

2026

a. Kepala Kantor Pertanahan

Kepala kantor pertanahan memiliki peran yang sangat penting yaitu

sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan

penyelenggaraan pelayanan pertanahan di
tanggung jawab tersebut, antara lain:
1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pertanahan.

wilayahnya. Adapun

setiap pelayanan

2) Mengawasi dan mengendalikan kinerja setiap bagian atau seksi.

3) Menjamin ketertiban administrasi pertanahan.

4) Menyelesaikan setiap permasalahan atau sengketa pertanahan yang

ada.
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5) Melakukan pembinaan terhadap pegawai agar memiliki pegawai
yang disiplin, dan dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya.
6) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan kepada

pimpinan Tingkat wilayah maupun pusat.

b. Subbagian Tata Usaha

Subbagian tata usaha memiliki tugas untuk mengelola kegiatan
administrasi perkantoran, antara lain:

1) Mengelola administrasi perkantoran.

2) Mengelola administrasi kepegawaian.

3) Mengelola keuangan kantor.

4) Mengelola sarana dan prasarana kantor.

5) Mendukung kegiatan operasional kantor.

6) Menyusun laporan administrasi kantor.

c¢. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pada bagian ini terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian
tertentu di bidang pertanahan. Tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan
teknis sesuai dengan bidang keahlian setiap pegawai. Koordinator
berperan sebagai mengkoordinasi kegiatan para pegawai agar pekerjaan

dapat berjalan secara baik, dan efektif.

d. Seksi Survey dan Pemetaan

Seksi survey dan pemetaan bertugas dan berfungsi sebagai:

1) Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan pendaftaran
pertanahan.

2) Menyusun dan memelihara peta pendaftaran tanah.

3) Mengumpulkan dan mengelola data fisik bidang tanah.

4) Melaksanakan pemetaan wilayah dan pemeliharaan data hasil

pertanahan.
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5) Memberikan data hasil pengukuran yang digunakan dalam proses

penerbitan sertifikat tanah.

e. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Seksi ini memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hak atas tanah

serta penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah, yang berfungsi

sebagai:

1) Memeriksa berkas permohonan hak atas tanah.

2) Melaksanakan proses penetapan hak atas tanah sesuai ketentuan
yang berlaku.

3) Melakukan pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan
data pendaftaran tanah.

4) Mengelola data yuridis tanah.

5) Menyiapkan penerbitan sertifikat hak atas tanah.

f. Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seksi penataan dan

pemberdayaan, yaitu:

1) Melaksanakan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

2) Mendukung pelaksanaan program reforma agraria.

3) Melaksanakan redistribusi tanah kepada masyarakat.

4) Memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan
tanah.

5) Mengawasi penggunaan tanah agar sesuai dengan peruntukannya.

g. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seksi pengadaan tanah
dan pengembangan, yaitu:

1) Mengelola proses pengadaan tanah untuk Pembangunan fasilitas

umum.
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2) Melakukan pendataan tanah yang akan digunakan untuk
Pembangunan.

3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan
tanah.

4) Mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah agar sesuai dengan
ketentuan.

5) Mendukung program Pembangunan yang membutuhkan lahan.

h. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seksi pengendalian dan
penanganan sengketa, yaitu:

1) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan pertanahan.

2) Melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

3) Menangani konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat.

4) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanah.

5) Memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa pertanahan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pegawai yang ada pada bagian ini akan melaksanakan tugas teknis

sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing dalam mendukung

pelaksanaan tugas kantor pertanahan, yaitu:

1) Melaksanakan kegiatan teknis di bidang pertanahan sesuai
kompetensi.

2) Memberikan analisis dan kajian teknis terkait masalah pertanahan.

3) Mendukung pelaksanaan tugas pada setiap seksi.

4) Melaksanakan pekerjaan profesional seperti pengukuran, analisis

pertanahan, dan pengolahan data.

3.4.2.3 Visi dan Misi Kantor BPN Kota Bandar Lampung
a. Visi Kantor BPN Kota Bandar Lampung
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Visi kantor BPN Kota Bandar Lampung adalah terwujudnya penataan
ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia
dalam melayani masyarakat untuk mendukung terciptanya: “Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.

b. Misi Kantor BPN Kota Bandar Lampung

1) Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang
produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan dioperasionalisasikan
dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

2) Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang

berstandar dunia.



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran petugas loket dalam
pelaksanaan administrasi pembayaran pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Petugas loket memiliki peran penting dalam pelaksanaan administrasi
pembayaran pertanahan, yaitu memberikan informasi pelayanan
pertanahan, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, membantu
proses administrasi pembayaran, serta memberikan arahan kepada
masyarakat agar proses pelayanan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi pembayaran pertanahan pada Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung secara umum
telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
berdasarkan Perka BPN RI No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Peraturan Pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya alur pelayanan yang
jelas, penerapan sistem pembayaran non tunai (cashless) melalui kode
billing, serta adanya proses pelayanan yang dilakukan secara sistematis,

akuntabel, dan transparan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang
menyebabkan pelayanan belum berjalan secara maksimal, yaitu tingginya jumlah
pengunjung yang menyebabkan antrean panjang, keterbatasan fasilitas kursi
tunggu, serta masih rendahnya pemanfaatan aplikasi Sentuh TanahKu oleh
masyarakat. Selain itu, dalam kondisi tertentu masih ditemukan petugas loket yang
belum menerapkan prinsip pelayanan prima seperti 5S (Senyum, Sapa, Salam,
Sopan, dan Santun) yang akan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat yang

datang.
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5.2 Saran
Dengan adanya penelitian ini, kiranya penulis dapat memberikan suatu
pengetahuan dan masukan atau saran, antara lain:

5.2.1 Optimalisasi Manajemen SDM Loket, dengan menerapkan sistem
pembagian tugas atau menyediakan petugas cadangan saat terjadi
lonjakan pengunjung.

5.2.2 Peningkatan Fasilitas Ruang Tunggu, dengan melakukan penambahan
kapasitas kursi tunggu yang memadai.

5.2.3 Penguatan infrastruktur IT, dengan meningkatkan kapasitas jaringan
internet dan menyediakan sistem cadangan (backup system), dan
mebuat loket khusus pembayaran dengan bekerjasama dengan bank-
bank.

524 Gencarnya Edukasi Layanan Digital, dengan menyediakan loket
layanan khusus aplikasi digital, dan melakukan edukasi aplikasi Sentuh
TanahKu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp

5.2.5 Pelaatihan Pelayanan Prima Berkelanjutan, dengan mengadakan
pelatihan berkala mengenai service excellence dan dengan melakukan

test secara ketat saat pemilihan petugas.
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